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Menimbang

Mengingat

bahwa untuk menjamin kelancaran, tertib administrasi dalam
pelaksanaan pengadaan CPNS Daerah Pemerinbh lQbupaten
Wonosob, dipandang perlu unhrk menebpkan Standar Operasional
Prcsedur Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah

lGbupaten Wonosobo FonnasiTahun 2010 ;

bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,

dan sauai surat Menteri Negara Pendapgunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor : B|$5a|M.PAN-RB/UZ$LA tanggal

21 luli 2010 perihal Kebijakan Tambahan Aloka$ Formasi Untuk
Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2010 dan Nomor t B|2754|M.PAN-
Rts/10/2910 tanggal 29 QKsber 2010 tenbns Persetuiuan Rineian
Tambahan Alokasi turmasi CPNS Daerah Tahun 2010, perlu

menetapkan Perahlran Bupati tentang Sbndar Operasional Prosedur
Pengadaan C.alon Pegawai Negeri 6ipil Daerah Pemerintah

Kabupaten Wonosobo Fonnasi Tahun 2010;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tenhng pembentukan

Provins Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
- 
t".ntang Pokok-pkok

Kepega:waian flLembaran Negam Republik Indonesia Tahun L974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagairnana

telah diubah dengan Undang=gndang Nomor 43 Tahun 1999

tenbng Perubahan Undang-Undang Nomor I Tahun L974 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

lthun 19S Nomor 169, frmbahan Lembaran Negara Republlk

Indonesia Nomor 3093);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenhng Pemhentukan

Peraturan Peiundang-undangAn (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);
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Daerah (Lembaran J,legara Republik Indonsia Tahun 2fi)4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4$n
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Ngmsr 32 Tahun 2094 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M);
Peraturan Pemerinhh Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun
2000 Nomor 195, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ,+016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 20AZ tenbng Perubahan Atas Peraturan
Pemerinbh Nsmsr 98 Tahun 2Q90 tenBng Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 34 bmbahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4192);

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ll Tahun 20Az
tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tenhng Pengadaan Pqawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Feraturan
Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2047
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri
Sipil;

Menetapkan

HEIIUTUSI(AI{ r

PERATURA]I BUFATI TElITAilG STAilDAR OPERASIO]IAL
PROSEDUR PET{GADAAII CALOil PEGAUIAI NEGERI SIPIL
DAERAH PEMERIilTAH KABUPATEII WO]IOSOBO FORiiASI
TAHUil 2010

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perahJnn Bupati iniyang dimaksud dengan:
Daerah adalah lGbupaten Wonosobo.
Bupati adalah Bupati Wonosobo.
Sekehris Daerah adalah Sekretaris Daelah lGbupaten Wonosobo.
Tim Pengadaan CPNSD adalah Tim Pengadaaan CPNSD lGbupaten Wonosobo.

Peiabat Fembina Kepegawaian adalah Bejabat yang memBsnyai ke$renangan
nrengangkat, rnemindahkan dan memberhentikan PNS di lingkungannya sesuai peraturan

)rang berlaku.
f. Fengadaan Fqawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
g. Fomrasi adalah jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan oleh satuan organisasi agar

dapat melalsanakan tugas pokok fungsi secara wajar. Formasi meliputi keterangan
jumlah gawai yang diperlukan termasuk di dalamnp kedudukannya dalam renhng
pangkat, pendidikan formal, dildat PNS, dan pengalaman kerja.
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pasal 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDT,,R .

(1) Sbndar Operasional Prosedur pengadaan Calon Pegawai Nqeri Sipil Daer:ah merupikan
pedoman bagi Pemerintah Ksbupaten Wonosoh dalam melaksanalon pengadaan Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah FormasiTahun 2010.

(2) Standar Operasional Prosedur Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah
lQbupaten Wqngsabo adalah *bagaimana teraantum dafam tampiran yang rnerupal<an
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati inb sepanjang mengenai teknis
pelalsanaannya akan diatur lebih lanJut oleh Pemerintah lGbupaten Wonosobo.

Fasal 4
KETENTUAN PENUTUP

Ferahrran Bupti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengebhuinla, memerintahkan pengundangan Pemturan Bupati ini
dengan pnempatannya dalam Berib Daerah tGbupaten Wonosobo.

Ditekpkan di Wsnasoba
pada hrggd 25 Oktober 201S

Diundangkan diWonosoh
Pada tanggal 26 0ktober 201

SEKRETARIS DAERAH
IGBI'PATEN WONOSOBO

EKO

BERTTA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2O1O NOMOR 34

No JABATAN lr,

1 SEKDA

2 ASISTEN SEKDA I
3 I{EPALA BAGIAN fi
A IUIIJBAG PERATURAN A
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Nomor : rcotfflt mx

NOTA PENGAJ.UAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan BupatiWonosobo

TENTANG

CATATAN

LAMPIRAN : -

Untuk mohon tanda tangan / pengesahan / persetujuan

MENGETAHUI :

ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKDA KAB. WONOSOBO

KEPALA BAGIAN HUKUM
. WONOSOBO

Wonosobo, 12 Nopember 2010

KEPADA
Yth. BUPATI WONOSOBO

Lewat Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo
di-

WONOSOBO

S I.}I{'ARYANTO. SH. MSiSUDIYONO. S.Sos
Pembina Tingkat I

NtP. 19570706 198303 1 016
Staf Ahli Bidang Pemerintahan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Formasi
Tahun 2010.

Konsep dari BKD Kabupaten Wonosobo dan telah dikoordinasikan
dengan Bagian Hukum Setda Kab. Wonosobo.

Pembina Tingkat I

NrP. 19570824198503 1 0134
/


